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PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA
( Pertamina Melawan Karaha Bodas Company L1.C)
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ABSTHAK

Alternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase. dimana proses ini
pari pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang newral (wasit) dan memberinya
wewenang untuk mengambil keputusan, Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnva sederhana,
wakty cepat, biaya lebih mursh. kershasisan tetjaga, keputusannva cepst, fleksibel dan bebas memilil
srhiternya. Disamping e Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranyastidak ada kewenargan publik,
kurang power, tidsk mengenal preseden hukum (logal precedeny). Namun ada Saru kefstimewaan Arhitrass
Jika dibandingkan dengan pengadiian adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upava banding. kasasi
dlapun peninjauan  kembali karena putusannya  hersifat final  and binding (upava terakhir dan
mengikat ) Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya puiusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya
dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus
PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut
dilekukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan mengounakan
pendekatan penclitian hukum normati fdokrinal

Kata Kunel : putosaun, arbitrase, internasional, Indonesia

L PENDAHULUAN Dalam arbitrase tidak dikenal adanva preseden
hukum (legal precedent) aau kewerkaitan kepada
puiusan-putusan arbitrase sebelumnyva. Jadi, setiap
sengketa yang telah diputus dibuang begitu saja,
meski di dalam putusan tersebut mengandung
argumentasi-argumentasi  ahli-ahli  hukum
kenamaan. Karena tidak adanva preseden ini,

Dewasa ini cara
penyelesatlan  senogketa  melalui
arbitrase dipandang sebagai pranata
hukuwm yang penting, selars dengan
meningkatnya transaksi niaga baik

s e ”?“".’““?i“““: maka adalsh logis kemungkinan fimbulnya
i Pemlesin i ot gy keputions yang aling belavarin
bisnis. Hal ini disebabkan karens (conflicting decisions)’. Disamping itu ada
whitrase  memborikan bobirane ﬁhorkerahast:m karena tidak ada kewajiban
keuntungan kepada yang untuk mempublikasikan keputusan arbitrase

menggunakannya vaitu Kerahasiaan
berperkara, waktu yang cepat, tidak
mahal, efisien, proses tertutup dan
memberi keleluasan ketika
berperkara, Para pihak diberikan
wewenang untuk menentukan dan
berpartisipasi langsung dalam proses
dan para arbitrator vang
berpartisipasi  pada  umumnya
memiliki pengetshuan vang lebih
luas mengenai permasalahan dalam
sengketa di banding para hakim,

schingga dengan adanya kerahasiaan, nama
baik dan marwah para pihak yang berperkara
akan terlindungi.

Perscteruan PERTAMINA dengan KBC
diawali dengan adanya penangguhan pelaksanaan
2 (dus) kontrak/perjanjian yang dibuat pada
tanggal 28 November 1994 yang berbentuk Joint
Operation  Contract (JOC) dan Energy Sales

' Huala Adolf,  “drbitrase  Komersial

Internasional”, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002, halaman 18




Contract {(ESCY. Dalam perjanjian
tersehut PERTAMINA dan KBC
sepakat mengenai pilihan forum dan
pilihan hokum. bahwa bila terjadi
wengketa antara parn pihak, maka
akan diselesaikan dengan arbitrase
berdasarkan ketemtuan LINCITRAL
Arbireation  Rules, serta  piliban
hukum yang berlaku adalah Hukum
Indonesia.

Dalam waktu vang berjalan
kurang lebih 3 {tiga) twhun sesudah

dibuatnyz kontrak tersebut.
pemerintah  Republik  Indonesia
berdasarkan  Keputusan Presiden

Nomor 39 tahun 1997, tanggal 20
September 1997, antara lain
menentukan  penangguhan  proyek
pembangkit tenaga listrik Karaha
Bodas dikarenakan untuk
menanpggulangi gejolak moneter di
Indonesia. Kemudian berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 47 tabun
1997, tanggal 1 November 1997
yvang menvatakan bahwa provek
tersebut  dapat  ditcruskan  lagi.
Namun berselang waktu vang tidak
terfalu  lama dari  keputusan
sebelumnya, berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 5 tahun 1908,
tanggal 18 Januari 1998,
menyatakan bahwa proyek terschut
ditangguhkan kembali®, Maka jelas
dengan dikeluarkannya Keputusan
Presiden Nomor 39 tahun 1997 dan
Keputusan Presiden Nomor 5 tahun
1998, pemerintah  Republik
Indonesia  telah  menangguhkan

Penjelasan  menurut  Pulusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor

BO/PIYL2002/PNIKT.PST.

- htip;{f'www . groups. vahoo com,
print tgl 26/12/04, tulisan Sulistiono
Kerawacana, tentang “PERTAMINA VS
Karaha Boday @ Mengadili Persepsi
Hukum di Indonesia”, berita tgl 7 Juli
2004, halaman 1-2
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proyek pembangkit 1enaga hstrik Karaha Bodas,
Akthat  terhentinva konteak  tersebut
menurut verst KBC, bahwa pembatalan kontrak

mengakibathon  kerugian  vang  sangat  besar,
miengigal mereka telah menanamkan investasinya
dafam  provek i sekitar US S 100 jum’
Scbaliknva  PERTAMINA  dalam  hal  ini

berpedoman dan berlindung atas dikeluarkannya
keppres dan juga rekomendasi IMF tentang
penangguhan pelaksanaan proyek vang berujung
pada pembatalan dengan dalih adanva force
majenre sisrta ada indikasi prakick
penggelembungan biava (mark up) di balik provek
terschut. Kemudian Kasus ini bergulin ke
Majelis Arbitrase Jenewa Swiss dan akhimya
Majelis Arbitrase Jenewa mengeluarkan Putusan
Arbitrase Internasional berdasarkan  ketentuan
arbitrase UNCITRAL pada tanggal 18 Desember
2000, menghukum PEETAMINA uratuk
membayar ganti rugi sebesar US$ 266,166,654 dan
berikut bunga 4% per tahun® dalam hal ini
PERTAMINA  dianggap telah  melanggar
kewajiban yang seharusnya mercka penuhi sebagai
terutang dalam perjanjian tersebut. Terhadap
putusan  tersebut, PERTAMINA  menpajukan
gugatan  pembatalan  putusan  arbitrase ke
Penpgadilan Negen Jukarta Pusat, dengan salah satu
alasan yaitu bahwa Majelis Arbitrase Jenewa telah
melampaui  kewenangannya  karcna  tidak
mempergunakan hukym Indonesia scbagaimana
telah  disepakati dalam perjanjian  antara
PERTAMINA dengan KBC.

Dasar gugatan PERTAMINA terschut,
majelis Pengadilan Negeri Jakara Pusat menilai
bahwa majelis Arbitrase Jenewa telah melakukan
kekeliruan dalam menafsitkan  force  majeure,
mengingat pembatalan provek Karaha Bodas
melalui Keppres bertujuan untuk mengamankan
kesinambungan perckonomian Indonesia yang
sedang terpuruk dan itu merupakan kepentingan

Y hp/www. kontan-online, print  tgl 25/2/05,

tentang "Proyek Lepas, Pailit Menpiniui®, berita 121.30
Juli 2001, halaman |
°  httpy/Pertamina.com, print tal
tentang “PERTAMINA dan Penegak Hukum™.
°  Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No86/PDT.G200Z/PN JKT.PST, tgl 18 Desember
2000, halaman 2.

221204,

25




B e

yang serius dari Pemerintahan

Republik Indonesia. Setelah
dipertimbangkan, maka dalam
pumsan  provisinya, Pengadilan

Megeri Jakarta Pusat, April 2002
memerintahkan kepada KBC untuk
tidak melakukan tindakan apapun
termasuk eksekusi terhadap putusan
Majelis Arbitrase Jenewa dan juua
siapapun yang mendapat hak dari
KBC, | termasuk eksekusi terhadap

PERTAMINA. Pelanggaran
terhadap larangan tersebut akan
dikenakan uang paksa sebesar US$
500.000 per hari.

Sebagai bentuk perlawanan
terhadap putusan Pengadilan Negen
Jakarta Pusat, pihak KBC
mengajukan Kasasi ke Mahkamah
Agung pada akhir bulan September
2002 bahwa Pengadilan Negeri
Jakarna Pusat dinilai tidak bisa
membedakan antara pembatalan dan
penolakan putusan Arbitrase
Internasional ®

Il. Undang-undang Nomor 5
Tahun 1968

Undang-undang Nomor 5
Tahun 1968 merupakan persetujuan
atas konvensi tentang Penyelesaian
Perselisthan  Antar Negara Dan
Warga Negara Asing Mengenai
Pernianaman Modal. Tujuan
meratifikast konvensi dimaksud bagi
[ndonesia adalah:

hittp: www. hukumonline, con,
print 1zl /17035, tentang “PN Jakaria
Pusat  Lorgng  Eksekusi  Pubusan
Arhitrase Karahg Bodos™. berita gl
03/04/05; halaman

hetp: www hokomonline.com,
prnt tgl 1/1/05, entang “Karaha Rodas
diukan’  Kasasi  terhadap  Putusan

Arofirase  Jerewa ", berita ol
29/094105, halaman 1
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a. Untuk mendorong dan mermbina
perkembangan penanaman modal asing (joint
venture).

b. Memberi keyakinan kepada pihak pemodal
asing bahwa bila terjadi sengketa tidak
didasarkan pada ketentuan tata  hukum
Indonesia tetapi dapat dibawa ke [orum
arbitrase.

Cc. Memberi keyakinan kepada PRank Dunia
(World Bank) dan Bank Internasional untuk
rekonstruksi  dan  pembangunan  bahwa
Pemerintah Indonesia memiliki kesungguhan
untuk menyelesaikan sengketa penanaman
modal asmg melalui forum arbitrasc,

Pengakuan dan persetujuan atas konvensi
dimaksud, menempatkan Indonesia unwk tunduk
kepada Konvensi Bank Dunia yang tertuang dalam
fnternational  Cenire for the Seitlement of

Investment Disputes Between States and Nationals

af Other States, yang melahirkan Dewan Arbitrase

yaitu International Cenire for the Setlement of
frvestmen Between States (ICSID), berkedudukan

di Washington.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1968 bahwa pemerintah  Indonesia
mempunyai  kewenanpan  untuk  memberi

persetujuan agar perselisihan tentang penanaman
modal antara Republik Indonesia dengan warga
asing diputus melalui konvensi dimaksud dan
bertindak dalam perselisihan  sebagai yang
mewskili Republik Indonesia.

Walaupun Indonesia telsh menyetujui
konvensi tersebut , namun tidak dengan sendirinya
setiap sengkela penanaman modal asing tunduk
pada konvensi dan diselesaikan melalui forum
dewan  arbitrase [CSID. Syarat mutlak  untuk
penvelesaian menunut konvensi adalah persetujuan
kedua belah pihak yang bersclisih, tetapi apabila
telah ada persetujuan para pihak , salah saw pihak
tidak boleh menarik persetujuan sccara sepihak .

IL1. Keputusan Presiden Nomor 34 ‘Tahun
1981

Dalam eppres ini pemerintahan
Indonesia telah mengesahkan Convention on the
Recognition and Enforcement of Forvign Arbitral
Award (Konvensi New York 1958). Prinsip-prinsip




pokok vang terhandung dalam isi

Keppres tersebut.  adalah ” -

. Pengakuan atau recognition atas
putusan arbitrase asing. putusan
arbitrase asing detigun
sendirinva moemiliki dava self
exeeution di negara Indonesia

2, Namun demikian, sifat  self
execution  vang  terkandung
dalam putusan arbitrase asing
didasarkan atas asas
“resiprositas”.

Keppres Nomor 34 Tahun
1981 bertujuan untuk memasukkzn
Keonvensi New York 1958 ke dalam
tata hukum intern Indonesia, dengan
adanya Konvensi New York 1958
diharapkan setiap negara supaya
dapat mengakui (recogmition) dan
melaksanakan (enforcement) setiap
putusan arbitrase vang dijatubkan di
luar neger.

Jika dihubungkan dengan
masalah pengakuan dan eksekusi
(recogmition  and  enforcement)
putusan arbitrase asing, terdapat
perbedaan antsra UL No. 5 Tahun
1968 dengan Keppres No, 34 Tahun
1981, dilihat dari segi jangkauannya
Pada UU No. 5 Tzhun 1968,
recognition and enforcement vang
diatur didalamnya, baru meliputi
putusan arbitrase yang dijatuhkan
ICSID, sepanjang mengenai
perselisiban yang  menyangkut
penanaman modal asing atau joint
venture. Lain halnya dengan
Keppres No. 34 Tahun 1981, vaitu
pengakuan dan pelaksanaan
cksekusi putusan arbitrase asing,
pada prinsipnya meliputi  segala
putusan arbitrase yang dijatuhkan

: Yuhya Harahap, op.cir, halaman
18-19
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di luar wilavah hukom negars  Republik
“ |
Indonesia..'"

11.2. Peramran Mahkasiah Acung Nomor |
Tahun 19

Landasan lainnya  vang  melengkapi
peraluran tentang arbitrase di Indonesia ndalah
Peraturan Mahkamah Agung Nomor | Tahup 1990
(disingkat Perma No. 1 Tahun 1990), vang mulai
diberlakukan pada tanggal 1 Maret 1994,

Perma No. | Tahun 1990 merupakan
Jawaban terhadap tata cars pelaksanaan eksekusi
pulusan arbitrase asing, Sebab  cecars  nvata,
meskipun Pemerintah RI berdasarkan Ul No. §
Tahun 1968 telah mensyahkan dun bereabung
kedalam [CSID atau Cewmre, kenvataannya
eksekusi putusan arbitrase asing masih  tetap
mengalami  kegagalan. Begitu juga dengan
dikelvarkan Keppres No. 34 Tahun 1981,
Pemerintahan Rl telah  mengesahkan  dan
bergabung ke dalam Konvensi New York 1958
Pengesahan bergabung diri ke Convention on the
Recognitiom and Enforcement of Foreign Arbitral
Award, secara de focto dan  wuridis  telah
menempatkan Indonesia scbagal negara vang
terikat dan paivh serta rela mengakui (recognize)
dan melaksanakan eksekusi (enforcemens) setiap
putusan arbitrase asing.

Alasan  pokok pengadilan  menolak
pengakuan dan pelaksanaan cksekusi tersehut
dapat dilihat misalnya dalam Putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dalam Kasus PERTAMINA
melawan KBC. Dalam putusannya majchs hakim
menyatakan putusan arbitrase asing terschut batal
dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Salah satu
alasan majelis hakim adalah bahwa Keppres Nao.
39 Tahun 1997 dan Keppres No. 5 Tahun 1998
(sebagai dasar pemberhentian kerjasama antara
PERTAMINA dengan KBC) yang dikeluarkan
oleh Pemerintah Indonesia atas permintaan IMF
bertujuan untuk menyelamatkan dan mengatasi
Negara yang sedang dalam krisis ekonomi dan
moneter. Jika proyek tersebut tetap diteruskan

1%

Novran Harisa, op.cit, halaman 43,

27



semiakain
perekonomian

maka akan
menvengsarakan
hangsa Indonesia.'’

Terlepas dari apa  yang

diuraikan di dlis, dengan
dikeluarkannya Perma No. | Tahun
1990, sudah  teratasi hambatan
pelaksanaan  eksekusi  pulusan

arbitrase asing. Melalui Ferma n,
tidah ada lagi halangan untuk

melaksanakan  eksekusi  putasan
arbitrase asing. Bab 1 Undang-
undang No. 30 tahun 999,
meneringkin mengenai

penvelesaian sengketa dimana para
pihak telah memuruskan sejak awal
bahwa dalam kesepakalan perjanjian
mereka apabila  terjadi  senpketa
maka akan diselesaikan denpan cara
arbitrase.  Klausula  perjanjian
arbitrase terschut menjadi  bagian
yang syvah dari perikatan tersebut.
Tetapi tidak tertutup kemungkinan
hahwa penvelesaian senvkela
dengan  arbitrase  dapat  dipilih
sesudah  terjadi  sengketa. Hal
penting lainnva adalah pengakuan
akan chksistensi dan dibentuknya
suatu lembaga alternatif
penyelesaian sengketa selain dari
lembaga arbitrase yang sudah ada di
Indonesia (BANI)". Berdasarkan
definisi yang diberikan dalam Pasal
1 angka | Undang-undang Nomor
30 Tahun 1999, ada tiga hal yang
dapat dikemukakan, antara lain'~ :
1. Arbitrase merupakan salah satu
bentuk perjanjian.
2. Peganjian arbitrase harus dibuat
dalam bentuk terulis.
3. Perjanjian  arbitrase
merupakan  perjanjian

tersebut
untuk

54-55

k2

Mowvran Harisa, op.cir, halaman

Mimgrum Matasya Sirat, op.cit,
halaman 21

¥ Gunawan Widjaya & Ahmad
Yani, Joc.cit

28
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menyelesaikan sengketa vang dilaksanakan di
luar peradilan wmurm.

Pengaturan ULl i masih terfokus pada
penyelesaian  sengheta  non  litigasi  melalui
arbilrase tanpa menymggung substansl pengaturan
vanz lebih  jelas pada metode penvelesalan
sengheta lain melalui lembaga ADR non arbitras.”
Melihat pada subsiansi Bab VI lemtang putusan
Arbitrase Internasional vang secara substansial
sesual  prediksi  hanyak  sengketa  dagang
Internasional menggunakan ADR dalam wvpaya
penvelesaian,  perincian lebih  jelas  untuk
pembahasan  Arbitrase  Internasional terkandung
pada bagian Kcdua Pasal 65 sampai dengan Pasal
£9." Namun tentunya permasalahan dalam
Arbitrase Iniernasional tidak tedlepas dari proses
adanyva sengketa dan pembatalan putusan, dimana
juga diatur pada Bab VII perihal pembatalan
putusan Arbitrase, dari pasal 70 sampai dengan
pasal 72."

IL3. UNCITRAL Arbitration Ruoles

Salah  satw  pengatdran  hukum  dalam
kekuatan hukum arbitrase di Indonesia adalah
LNCITRAL  Arbitration  Rules.Tujuan PBB
melahirkan UNCITRAL adalah urntuk
mengglobalisasi serta menginternasionalisasikan
pilai-nilal  dan  tata  carma  arbitrase  dalam
menyelesaikan persengketaan vang terjadi dalam
hubungan perdagangan intermasional. PBB telah
memprakarsai terciptanya suatu aturan arbitrase
{arhitration rules) vang berwawasan internasional

[£]

Ningrum Matssya Sirat, foe cif

13 Pagal 65 «/d 69 UL No: 30 Tahon 1999,
menjelaskan lentang  wewenang penanganan masdlah
pengakuan  dan  pelaksanaan  Putusan  Arhitrase
Imternasional adalash pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
dimani putusan yang diakui seria dapat dilaksanakan di
Indonesia adalah yang memenuhi persyaratan vang
dileniukan (pasal 66}, juza mengulur penmobionan
pelaksanaan Pulusam penolakan putusan dan ekschusi
putusaT.

W pazal 70 sid 72 UUNeo: 30 Tahun 1999,
menjelaskan proses pembatalan Putusan  Arbitrase
meliputi; pengajuan permohonan pembatalan, jangka
wakiu permohonan pembatalan (30 han). penetapan
permohonan pembatalan oleh PN Jakartzs Pusat dan
pertimbangan permohonan banding oleh MA.



melalul  konsultasi-konsultasi  oleh
Linited  Nattems Commission  on
Internatiomal Trade Lenw disingkat
dengan UNCITRAL  Arbitration
Riulos.

Putusan . UNCITRAL pada
prifsipnya dianut sisteim
“ayoritas” sebagai paickan
prioritas utama dalam mengambil
pulusan sebagaimana dapat kita lihat
pada pasal 31 avat (1) UNCITRAL
Arhitratios Rules.  Prinsip  ini
berlaku sebagai svstem dalam setiap
mangambil pirtusan apapun.,
Patokannva, asal anggota
Mahkamah Arbitrase terdini dan ga
orang  arbiter, prinsip  pokok
pengambilan  pumsan  “mesti”
herdasarkan suara mavoritas..

Menurut ketentuan pasal 31
ayaat (1) UNCITRAL Arbitration
Rules, apabila anggota arbiter tidak
berhasil memperoleh suara
mayoritas, ketua maijelis  arbiter
dapat memutus sendiri atas nama
Mahkamah  Arbitrase.  Sistem
pengambilan keputusan vang seperti
inilah  yang dimaksud dengan
Umpire.

Kupasa dalam arbitrase i
diatur dalam Pasal 4 UNCITRAL
Arbitration Rules. Menurut pasal ini,

para pihak dapat “diwakili”
frepresented) atau “dibantu™
fassisted) oleh seseorang yang

mereka pilih untuk it Apabila
salah satu pihak menunjuk seorang
kuasa atay pembantu, penunjukan
harus segera diberitahu kepada
pihak lawan. Pemberitahuan ini
harus memenuhi svarat.

Pemberian kuasa menurut
UNCITRAL Arbitration Rules, dapat
dilakukan dalam bentuk surat kuasa
umum. Karena disitu  tidak
ditegaskan pemberian kussa mesti
berbentuk o specific represenmtative
ataul a specific assistant. Kalan
begitu, pemberian kuasa dapat
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dilakukan secara umum dalam surat kuasa.

Dalam UNCITRAL Arbirration Rules im
juga dibatasi upays hukum yang dapat disjukan
terhadap putusan arbitrase. Pasal 32 avat (2)
UNCITRAL drbitration Rules, tertutup  upaya
banding atau kasasi terhadap pulusan arbitrase.
Karena putusan dalam UNCITRAL ini bersifat final
dan hinding kepada para pihak.

Ada beberapa syarat formal yang harus dipenuhi
aar putusan sah, antara lain ;
Putusan Berbentuk Tertulis
Putusan Ditandatangani Para Arbiter
Tanggal dan Tempat Putusan Dijatuhkan
Identitas Para Pihak
Memasukkan Internim ataw Iwerlocuiory dalam'
Putusan

L i Lid P =

[1.4. Eksekusi Potusan Arbitrase Asing

Menurut Pasal 65 Undang-undang Nomor

30 Tahun 1999, wang berwenang menangani

masalah pengakuan dan pelaksanaan puiusan

arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat. Pulusan arbitrase internasional

hanya dapat diakui serta dilaksanakan di wilayvah

hukum Republik Ludﬂnesm, bila memenuhi syarat-
syarat sehagai berikut'’

1. Putusan Arblh'ase Internasional dijatuhkan
oleh arbiter atau Majelis Arbitrase di suatu
negara vang dengan pegara Indonesia terkait
pada perjanjian, baik sccara bilateral maupun
multilateral, mengenai pengakuan dan
pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional.

2. Putusan Arbitrase [Internasional tersebut
terbatas pada pitusan yang menurut ketentuan
hukum Indonesia termasuk dalam ruang
lingkup hukum perdagangan, vaitu kegiatan-
kegiatan antara lain di bidang : pemiagaan,
perbankan, keuangan, penanaman modal,
industr, hak kekayaan intelekiual.

3. Putusan  Arbitrase Internasional tidak
bertentangan dengan ketertiban umum.

4. Putusan Arbitrase Internasional tersebut felah
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat; terhadap putusan Ketua

" Bernadette waluyo, Arbitrase dan Alternatif
Peryelovaion Sengheta, Jumal Hokum Bispis, Volume
9, 1999 halaman 44
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putusan

Pengadilan Nejeri Jakarta Pusat
rersebut  yang mengakui  dan
melakianakan putusan Arbatrase
Imemasional, tidak dapat
digjuban banding atau kasasi.
Terhadap putusan Ketua
Fengadilan Negeri Jakarta Pusat
vang menolak untuk mengaku

don  melaksanakan  putusdan
Arbitrase Internasional. dapat
diajukan  kasasi.  lerhadap
pengajuan kasasi ini, Mahkamah
Apgung harus
nmempertimbangkan dan
memutuskannya dalam jangka
waktu paling lama 90 han
setelah  permohonan  Kasasi
tersebut diterima oleh
Mahkamah Agung. Terhadap

putusan Mahkamah Agung ini
tidak dapat diajukan
perlawanan.
Apabila  putusan  arbitrase
internasional tersebut
menyangkut Negari R1 sebagai
salah satu pihak dalam sengketa,
hanya  dapat  dilaksanakan
setelah memperoleh eksekuatur
dari Mahkamah Agung R vang
untuk selanjutnya dilimpahkan
kepada Pengadilan  Negen
Jakarta Pusal.
Permohonan  pelaksanaan
Arbitrase  Internasional

dilakukan setelah putusan tersehut
dizerahkan dan didafiarkan oleh

arbiter

atan  koasanva  kepada

Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat dengan disertai :

"

30

Lembar asli atau salinan otentik
putusan Arbitrase Intemasional,

sesuai  ketentuan  otentifikasi
dokumen asing, dan  naskah
terjemahan  resminya  dalam

bahasa Indonesia.

Lembar asli atau salinan otentik
perjanjian yang menjadi dasar
putusan arbitrase internasional
sesual  ketentwan  otentifikasi
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dokumen asing. dan naskah terjemahan
resminya datam bahasa Indonesia.

3 Keierangan dari perwakilan diplomatik RI di
negara tempat putusan Arhitrase Intermasional
tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa
negara pemohon terkait pada perjanpan baik
secara bilateral maupun multitatersl denpan
negars BRI perihal pengakuan dan pelaksanaan
putusan Arbitrase Internasional.

Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat memberikan perintah eksekusi, (eksekuarur),

maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada

Ketua Pengadilan Negeri vang secara relatil

birwenang melaksanakannva  dan Ketua

Pengadilan Negeri vang berwenang tersebut dapat

melakukan cksekusi terhadap harta kekayaan serta

barang milik termohon cksekusi,

I1..5. Pemhbatalan Putusan Arbitrase

Apabils memenuhi $varat-syarat yang
ditentukan  Undang-undang. maka  terbadap
putusan arbitrase dapat diajukan permohonan
pembatalan oleh para pihak. Permohonan
pembatalan putusan hanya dapat diajukan terhadap
putusan  arbitrase vang sudah didaftarkan di
pengadilan. Syaral-syarat vang dimaksod adalah™ :
1. Adanva dugaan bahwa sural atau dokumen
yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah
putusan  dijatuhkan, diakui palsu  atau
dinyatakan palsu,

Setelah putusan diambil, ditemukan dokumen

vang bersifat menentukan, Vang

disembunyikan oleh pihak lawan, atau

3. Putusan diambil dan tipu muslihat yang
dilakukan oleh salah satu pihak dalam
pemeriksaan senoketa.

Alasan-alasan  permohonan  ini harus
dibuktikan dengan putusan pengadilan, apabila
pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan
tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan
pengadilan ini dapat digunakan scbagai dasar
pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau
menolak permohonan. Permohonan pembatalan
putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua
Pengadilan Negen secara tertulis dalam waktu

[ %]

¥ Bernadette Waluyo, loc.cli




paling lama 30 hari terhitung
sejuk  hari penyerahan dan
pendaftaran  putusan  arbilrase
melalui  panitera  Pengadilan
Negen.

Bila permahonan
pembatalan  tersebut  dikabulkan
Ketua Pengadilan WNegen akan
menentukan  lebih  lanjut  akibat
pembatalan seluruhnyva atau
sebagian terhadap putusan arbitrase,
misalnya: Kelua Pengadilan Meperi
dapat memutuskan bahwa setelah
dhucapkan pembatalan, arbiter vang
sama atau  arbiter  lain akan
memeriksa kembali sengketa yang
bersangkutan  atau  menentukan
bahwa suatu sengketa tidak mungkin
diselesaikan lapgi melalui arbitrase.

Kectua Pengadilan Negeri  harus
mermeriksa dan menjatuhkan
putusan  terhadap  permohonan

pembatalan dalam waktu paling
lama 30 hari sejak permohonan
diterima  pengadilan  negeri  dan
terhadap putusan pengadilan negeri
tentang pembatalan putusan
arbitrase tersebut dapat diajukan
permohoenan banding ke Mahkamah
Agung yang memutus dalam tingkat
pertama dan terakhir, Mahkamah
Agung kemudian akan
mempertimbangkan sera
memutuskan permohonan  banding
dalam waktu paling lama 30 han
setelah permohonan banding
tersebut diterima oleh Mahkamah

Apung.
TL6. Provek Karaha Bodus

Pada tanpgal 28 bulan
November tahun 1994, tegjadi.
Perjanjian (gktmtrak] amtara  figa
pihak, vaitu:’

i “Hukum Perdaia: Putusan
Arbitrazse Internasional Digugat

=
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Karsha Bodas Company, LLE (KBC), susato
perseroan yang didirikan menurut  hukum
Cayman Islands, berkantor di New York [ISA
den di Jakara Selatan.

PERTAMINA di Jin Perwira No. | Jakana
Prisal

FT. PLN {(Persero) oo Truncjoywe, Jakarts
aclatan

Perianjian tersebut terdiri dari 2 (dua) jenis, antara
lain :

2

Perjanjian (kontrak) ke I vyamur Joinr
Operation  Contract (JOC) antara  Karaha
Bodas Company LLC dengan PERTAMINA
yang intinya. bahwa PERTAMINA
bertanggung jawab untuk pengurusan operasi
dibidang  Geothermal,  sedangkan KBC
bertindak schagai Kontraktor yang diwajibkan
dan bertangoung jawab umtuk
mengembangkan “Energi  Geothermal™ dan
tenaga listriknya dan penyediaan dananya
Perjanjian (kontrak) ke I1, yailu @ Energi Sales
Contract (ESC) antara PERTAMINA denpan
PT. PLN (Persero) vang isi pokoknya adalah
bahwa pihak PT. PLN setuju untuk membcli
dari PERTAMINA, berupa tenaga listrik yang
dihasilkan oleh fasilitas pembangkit liswrik dan
Geothermal panas bumi Karaha Bodas yang
dihasilkan oleh generating yang dibangun oleh
kontraktor Karsha Bodas Company LLC
sampai dengan 400 Mepa Watt (MW) dalam
hal ini PT. PLN sebagai pihak pembeli. Dari
perjanjian Energl Sales Contract ini ada
kewajiban pokok masing-masing adalah
sebagai benkut :

a. Karaha Bodas Company LLC 2

Pembatalannva dafam kasus PERTAMINA vs Karaha

Bodas Company”, Varia Peradilan No. 233, Februari,

2005, halaman 4,

* File /Cy/my%20 Document, gl pnnl

L1/1V04, tentang “Akhir dari Droma Provek Karoha
Bodas”, berita tgl. 16/07/02, halaman 1-2, dari berita
ekonomi ini dapat diketahui bahwa masuknya Karsha

Bodas Company LLC (KBC), bermula dar persetujuan
FPL Group Florida dan Caittmess Energy New York
sebagai perosahaan yang mengontrol KBC dalam

berinvestasi uniuk membangun pembangkit listrik di
Karasha Bodas, dan secars kepemilikan saham KBC
merupakan pernszhaan konsorsium. vang sahamnya

dimiliki oleh Caithness Energy, Florida Power & Light
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h.

Pihak  yang  membangun,
mengoperasikan dan
menyvalurkan tenaga listrik yang
hepsumber dari  geothermal

w=reebut  kepada P, PLN
(pembeli).  Pihak  kontraktor
bertanggung  jawab  amiuk
menyediakan  dana  provek
pembangunan PLTP Karaha
Bodas sampai selesai.
PERTAMINA

Pihak  yang  berkewajpban
menjual tenaga listrik  yang

disalutkan secara teknis oleh
Karaha Bodas Company kepada
Pl. PLN

I1.7. Keppres dan Penanpguhan

Karsha
dikeluarkannya
Pemerintzh Rl antara lain ;
15

3= ]

Proyek Karaha Bodas

Dasar penangguhan Proyvek

Bodas  adalah  karena
chpmsz L aleh
Pemerintah Rl menerbitkan
Keputusan Presiden (Keppres)
No. 39 tahun 1997 tanggal 20
September 1997, wang isinya

menangguhkan proyek
pembangkit “Tenaga Lismik
Panas Bumi® dengan alasan
adanva krisis ekonomi  di
indonesia.

Pemerintah Rl  menerbitkan

Keputusan Presiden (Keppres)
No, 47 tahun 1997 tanpgal 1
November 1997, yang isinya

menyatakan  bahwa  proyek
“Pembangkit Tenaga Listrik
Panas Bumi® Karaha Bodas
sesual kontraknya dapat

fomen (Corp US4 dan PT.Sumarah
Daﬂlnsﬂhi dari Indonesia.

Hllg fwww tEmpiainteractive.c

om print 1zl 26/12/04, entang “Caletan
Perkary KARAHA BODAS, berita tgl.
24/11/04, halaman |
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dilanjutkan kembali pembangunannya.

3. Pemenmiah  R1 menerbitkan  Keputusin
Presiden (Keppres) No. 5 tahun 1998 mngual
10 Januar 1998, isinva kembali
menangeuhkan “Proyek Pembangkit lenapa
Listrik Panas Bumi” Karaha Bodas, dengan
alasan masih adanya krisis ekonomi vang
melanda negara Indonesia yang belum dapat
diatasi seluruhnyit,

vang

11.8. Akibat Penangguhan Proyek Karaha
Bodas

Adanya penangguhan pelaksanaan Proyen
Karaha bodas oleh Pemerintah Kl berdasarsan
Keppres, maka dalam hal imi pihisk PERTAMINA
tidak dapat lagi meneruskan pelaksanaan proyek
karena akan melanggar Keppres No. 3 tahun [998.
Mulai sejak itulah timbul sengketa antara KBC
selaku kontraktor vang merasa dirugikan dengan
penangguhan  proyek lersebut  dengan  pihak
PERTAMINA dan PT. PLN yang dimnilai KBC
telah wanprestasi dalam kontrak JOC dan ESC.

Sesuai ketentuan dalam kontrak JOC den
ESC yang memuat  Arbitrase Clausula yaitu
bilamana pelaksansan kontrak tersebut timbui
senghketa maka akan diselesaikan oleh *Tribunal
Arbitrase” berdasar ketentuan pada “UNCITRAL
Arhirration Rules” dan para pihak memilih Hukum
Indonesia unuk menyelesaikan sengkeia dalam
forum arbitrase tersebut.

Akhirnya pihak Karzha Bodas Company
vang berkedudukan di New York dan Jakarta, pada
tanggal 30 April 1998, memasukkan gugatan ganti
rugi ke Arbitrase Jenewa sesuai tempal
penyelesaian sengketa yang dipilih oleh para pihak
yang dalam perjanjian JOC *,  Berdasarkan
pupatan KBC, maka pada tanggal 18 Desember
2000, ‘Iribunal Arbitrase di Jenewa mengeluarkan
“Pytusan Arbitrase™ vang menetapkan bahwa
pihak PERTAMINA dan PT. PLN dinilai telah
melakukan  wanprestasi  dan  dihukum untuk
membayar kerugian kepads Karaha Baodas
Company kurang lebib schesar USS 270 juta

2 Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati,
ap.cit, halaman 140, dimana dalam pasal 13 avat (23
Perjanjian JOC menyatakan antara lain, ".. The site of
the arbitration shall bein Geneva, Switzerland, ... "




ditambal bunga sebesar 4% setahun.

Hal ini dicantumkan dalam dua

puiusan Arbilrase, yaitu

“Prelimanary Award” (30

September 1999) dan “Final Award”

{15 Desember 20001, Secara rinci

amar putusan Arbitrase Jenewa

tanggal 18 Desember 2000 adalah
sebagai berikut -

|. PERTAMINA dan PLN tclah
melanggar perjanjian ESC dan
PERTAMINA telah melangga
kontrak JOC.

2. PERTAMINA dan PLN secara
bersama sama. dan  masing-
masing dijatuhi hukuman dalam
bentuk pembayaran ganti rugi
sebesar US$. 111.100.000 untuk
biaya-biaya  vang dideriia
kepada KBC termasuk bunga
sechesar 4% perahun, terhimng
tanggal | Januari 2001 sampai
lunas;

3. PERTAMINA dan PLN secara
bersama-sama dan  masing-
masing  dijatuhi  hukuman
pembayaran ganti rugi sebesar
USs 130.000.000 uniwk laba
vang scharusnya  diperoleh
kepada KBC termasuk bunga
sebesar 4% setahun, terhitung
tangpal 1 Januari 2001 sampai
lunas:

4, PERTAMINA dan PLN secara
bersama-masa dan  masing-

B “Waria Peradilan Me. 233,
FehrlL;nri.. 2005, op.cit, halaman €.

Huip:/wrwow pemantauperadilan. con,
tgl. print 26/07/05 tentang “Ketertiban
umum  sebagai  dasar  penolakan
dilaksanskannya Pulusan  Arbitrase
Intemasional i Indonesia®, Tulisan
Indsh Lisa Diana tel, 07/02/05, halaman
12. vang dikutip dari bukn Prof Mr.Dr
Sudargo Gautama, “Arbitrase Luar
Negeri dan  Pemakaion — Hukum
Tndonesia™, PT. Citrs Adipya Bakm,
Bandung, halaman 259.
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masing dijatuhi pembayaran ganti rugi sebesar
LSS 66.654,92 kepada KBC untuk biaya dan
onzkos yang dikcluarkan sehubungan dengan
fase kedus dan terakhir dart arbitrase i
termasuk  bunga  sebesar 4%  pemahun.
terhitung tanoeal 1 Januan 2001 sanipar lunas.

5. Masing-masing pihak hares  menangeung
ongkos pembiayasn penasihat hukum dan para
asisten mereka;

6, Tuntutan lainya dari para pihak dinvatakan
dibantah atau dihapuskan,

111, Analisa Kasus Karaha Bodas

Sebuzh putusan Arbitrase  Intérnasional
vang sudah diputus diluar neger: bila di bawa ke
Indonesia tentu ada 2 kemungkinannya, yaitu™ :

1. Putusan Arbitrasc Internasional minta untuk
dilaksanakan: atau

2. Putusan Arbitruse Internasional diminta untuk
dibatalkan.

Dalam hal Arbitrase Internasional sudah
menjadi putusan, maka sesuai ketentuan Pasal 67
UU Arbitrase. dinvatzkan bahwa untuk eksekusi,
putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan
oleh arbiternya atau kuasanys kepada Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, baru setelah itu
dimohonkan pelaksanaan  Putusan  Arbitrase
Imternasional. Dalam segi formalnya putusan
Arhitrase Internasional terschut harus memenuhi
syarat-syarat yang ditentukan pads Pasal 66 UL
Arbitrase. Untuk Putusan Arbitrase Intemasional
yang diminta untuk dibatalkan, pada hakekatnya
proses pembatalan biasanya tidak diatur dalam
kontcks perjanjian Intemnasional, tetapi diatur
dalam hukum nasional suatu ncgara, apa saja yang
dianggap bisa membatalkan putusan arbitrase.
Pembatalan bisa dilakukan bila dalam proses
penyelesaian sengketa lewat arbitrase itu dianggap
bertentangan dengan keinginan para pihak atau
bertentangan dengan hukum yang berlaku di
negara setempat’ .

Savangnya di Indonesia hanya 3 (tiga)
alasan (untuk pembatalan), vaitu pada Pasal 70 UU

®  Emmy Yuhassaric dan Endang Setyowati,
op.cit, halaman 83.

* Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowaty
op.cit, halaman 84,
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Arhitrase” . Sedangkan dalam versi
{NCITRAL tidak mengenal adanya
Meskipun pada

upava pembataian

Pasal 32 ayar () UNCHRAL,
menepaskan  pulusan  jangsung
bersifat  “iea™  dane hinding™.
pudiin  hal o1 tidak dombang
denigan  kebolchan  mengajuxan
upava  permintaan pembatalan,
karcna  sudah terdapat pengganti

fungst pembatalan putusan dalam
hentuk upaya interpretation of the
awrd, carvection of the wwaerd dan
aolditionad oward. sebzpaimana
diatur dabmn Pasal 33, 36 dan 37,
Alasan  kenapa UNCITRAEL tidak
memerlukan lagi lembaga upava
pembatalan putusan, karena pada
Pasal 2] yang mengatur tentang
please as to the jurisdiciion of
arbifral  ribunad wailu  ketentuan
pada  saat proses  pemeriksaan
berlangsung, para pthak sudah dapat
mengoreks: cacat-cacat vang
berkenaan dengan masalah yuridiksi
Mzhkamsh Arbitrase. Koreksi atau
pelurusan upaya
interprelaiion, correction, maupun
upava odditional award, dimana
daiam addinonal award mempunyai
jangkauan “omission” atan
pengahaian terhadap claim  atay

milalud

Ut Arhitase . Pasal 70,

berbunyi : Terhadap pumasan arbitrase
para  pihsk  dapat  mengajukan
permohonan  pembatalan  apabila

putusan fersebut diduga mepgandung

unsur-unsur sebagai berikut:

a, surat atan dokumen yang diajukan
dalam pemeriksaan, setelah
putuzan  dijatahkan, diaku palsy
atau dinyatakan palsw;

b. setelah putusan diambil ditemubkan
dokumen yang bersifat

menentukan, yang disembunyikan
oleh pilwak lawan; azau

¢. putusan diambil dar tipu muslihal
vang dilakukan oleh salah sam
pihak dalam pemeriksazn sengheta.
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couter claim yang melipuli: penambahan putusan,

ralat  putusan, atau pengurangan  putusan.
Sedemikian luas  jangkauannva, proses
pemeriksaan  dipeddukan  oral hearing  maupun
pemeriksian pembuktian, dan akhimya

pemerikszan ini dapat mengubah dan merombak
putusen  arbitrase semula menjadi  seolah-olah
putussn  bary  yang telah  diluruskan cacat
kckelinmnnyﬂ%.

Namun kenyataan vang terjadi bahwa
proses eksekusi putusan Arbitrase Jenewa tidak
juga dapat dilaksanakan mengingat adanya
gugatan yang di ajukan PERTAMINA ke
Pengadilan Negeni Jakarta Pusat, vang akhirmya
dimenangkan oleh PERTAMINA seperli yang
telah diuraikan diatas. Jelas nyata secarn fakia
bahwa sebelum mengajukan gugatan pembatalan
terhadap putusan arbitrase asing  tersebut,
Penggungat (PERTAMINA) sesuai pasal 67 (1)
UU RI No. 30 tzhun 1999 telah menyerahkan dan
mendaftarkan asli putusan arbitrase tersebut pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8
Maret 2002, schingga guzatan pembatalan masih
dalam batas waktu 30 hari setelah penverahan dan
pendaftaran putmsan arhitrase tersehut
sechagaimana disyaratkan dalam pasal 71 UL Rl
No. 30 tahun 1999%,

Fakta itu temyala dikritik oleh kuasa
hukum KBC, Rambun Tjajo vang mengatakan
bahwa Majelis Hakim tidak konsisien karena
mencampur adukkan antara pendaftaran dan
pelaksanaan putusan arbitrase. Dimana pthak KBC
tidak pernah mendaftarkan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat untuk minta pelaksanaan putusan
arbitrase Jenewa, menurut penjelasan Pasal 70 LU
Rl No. 30 tahun 1999, permchonan pembatalan
hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase
vang sudah didaftarkan di pengadilan™.

Oleh karenanya menurut pertimbangan
Mahkamah Agung bahwa gugatan pembatalan

** Yahya Harahap, op.cir. halaman 296.

*  Purusan  Mahkamah  Apung  Nomor
O1/BANDING/WASTT.INT/2002, Tanpeal & bMarer
2004, halaman 3.

* http:/hukumontine.com,  print  1gl.1/1/05,
tentang, “Penpaedilon Botalkan Putusan  Arbitrase
Jenewa, (Sengheta PERTAMINA vs Karaha Bodas)™,
berita tal 27 Agustus 2002, halaman 1-2.




putusan arbitrase Internasional yang
diajukan oleh Termohon
KasasiPengrugat! PERTAMINA
tidak memibiki dasar bukom wntok
cupal diajukan, karena berdasarkan
ketentuan  vang  lerdapat  dalam
penjelasan Pasal 70 U RI No. 30
tahun 1999, jelas dinyatakan bahwa
suat putusan arbitrase hanva dapat
ditstatkan apabila sudah didaftarkan
di Pengadilan dalam perkara a'quo,
dalam hal i Termohon
kasasi/Penggupat (PERTAMINA)
sama sekall tidak dapat mengajukan
satu  bukti pun vang dapat
membukitkan  bahwa  putusan
arbitrase Internasional sudah
didaftarkan ke Pepgadilan Negeri
Jakaria Pusat'. Disamping i,
FERTAMINA  sebenamya tidak
dapat  mengajukan  pembatalan
terhadap putusan Arbitrase
Internasional dengan menggunakan
format "gugatan” melainkan harus
menggunakan format "permohonan™
schagaimana ditentukan dalam Pasal
72 ayat 4 UU Arbitrase, keberatan
amu  permohonan banding vang
diajukan terhadap putusan harus
digjukan langsung ke Mahkamah
Agung. Sehingga akhirnya
Mahkamah Agung RI, mengabulkan
permohonan banding dan Pemohon
banding (KBC).

Sebenamya PERTAMINA
telah melakokan upaya hukum yang
benar wyaim telah meminta
Pengadilan di  Swiss  untuk
membatalkan putusan  arbitrage,
Hanya saja wupayas ini tidak
dilanjutkan (dismiss) karena tidak
dibayarnya uang deposit
schagaimana dipersyaratkan oleh
Swisy Federal Supreme Court olch

*  Putusan Mahkamah Agung
MNomaor;
01/BANDINGWASIT.INT/ 2002,
op.cif, halaman 41.
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PERTAMINA. Dimana Pengadilan Swiss adalah
pengadilan yang berwenang untuk melakukan
pembatalan putusan arbitrase Jenewa berdasarkan
diua alasan. Pertama, PERTAMINA dan KBC telah
menentukan yeaf arbitrase dalam JOC o Jenews
Swiss. Kedua, putusan arbitrase Jenewa dibuat di
Swiss™. Dan keputusan ini selaras dengan Pasal V
ayat (1).e dari Konvensi New York 1958 (yvang
berfaku dan mengikat Indonesia berdasar Keppres
No.34 Tahun 1981). yang menentukan bahwa
pengadilan  vang memiliki  wewenang  untuk
memeriksa dan memutos permohonan pembatalan
putusan Arbitrase Internasional adalah pengadilan
di negara mana atau berdasar hukum negara mana
putusan tersebut dibuat ditetapkan.

1111, Penyelesaian Kasus Karaha Bodas

Berdasarkan analisa atas fakia-fakia vang
telah dikemuksakan diatas. jelas terlihat bahwa
kedua belah pihak (PERTAMINA dan KRC),
belum Mmempunyal kesepakatan dabzrm
penyelesaian sengketa

Sebagai faktor vang menjadi pijakan kuat
pihak Karaha Bodas Company LLC dalam
mempertahankan argumentasinya  di Pengadilan
adalah :

1. Pihak KBC merasa dirugikan karena adanya
pembaialan komirak Provek KEaraha Bodas
akibat dikeluarkannya Keppres RL

2. Pihak KBC merasa sudah menang dengan
adanya Putusan Arbitrase Jenewa Swiss, vang
menghukum PERTAMINA harus membayar
ganti rugl.

Sedangkan PERTAMINA juga mempunyai alasan

kuat untuk tetap berupaya untuk mempertahankan

argumentasinva dalam sengketa ini, antara lain :

1. Pihak PERTAMINA beranggapan bahwa
pembatalan kontrak proyek Karaha Bodas
bukan atas kemauan PERTAMINA, melainkan
adanya keputusan Pemerintah Rl  untuk
mengurangi dampak krisis ckonomi yang
melanda Indonesia, mau tGidak mauo
PERTAMINA harus mematuhi ketentuan itu.

2. Pihak PERTAMINA merasa menang di
Pengadilan Negeri Jakarta Pusal, dengan

” Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowari,
op.cit, hataman 140,
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dikeluarkannya putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.
B6/PDT.G/2002/PNJKT.PST.
tanggal 27  Apgustus 2001,
namun akhirnya pada tingkat
bunding harus mengakui adanya
purusan  Mahkamah  Agung
Republik Indonesia MNo:
OI/BANDING/WASIT.INT/200
2, tanggal 8 Maret 2(HMd, yang
membatatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
karcna fidak berwenang untuk

memeriksa dan memutus
gugatan penggugat
(PERTAMINA).

Pihak PERTAMINA

mempunyai  bukti-bukti  yang
dapat  dipergunakan  untuk
memberi alasan di Pengadilan
bahwa pihak KBC mempunyai
beberapa kesalahan, diantaranyva

a.Kejanggaian Proyek, hal ini

herdasarkan independent
Apraisal dari halia yvang
iemberikan penilaian

bahwa investasi yang telah
ditanam KBC dalam proyek
Karaha Bodas ndak lebih
dari US$ 50 juta™,

b. Kejanpgalan laporan
pengeluaran investasi, KBC
telah  melakukan  ketidak
juipran di depan Arhiirse
internasional ketiks
melaporkan  pengeluaran
investasi vang dilakukan di
Indonesia. KAC mengajukan
Klaim investast sejak tahun
1995 hingea tahun 1998
sebesar 1I8% 93,1 juta. jauhl
diatas  vang  dilaporkan

%
T g ww pertanin. sn

print tol 2640705, berita buletin 1eolane
“Akil-Akalus”, berita T2l 230804,
halaman |
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PERTAMINA US$ 40,12 juta atau kepada
Ditjen Pajak yakni SPT PI'h Badan
sebesar US$ 84.9 juta *'. Seperti juga
diungkapkan oleh Digen Pajak Hadi
Poemomo, bahwa KBC telah
menyebabkan kerugian negara hingga
lebih dari US$ 141 juta atau sekitar Rp.
1,268 triliun.”

¢. Pengingkaran pencrimaan Klaim Asuransi,
KBC telah mengingkari pada sidang
Arbimase di Swiss lentang pencrimaan
klaim asuransi, ternyata  kemudian
diketahui KBC telah menerima uvang Kiaim
asuransi sebesar US3$ 75 juta. Sesuai
kontrak, seharusnya pthak KBC
memberitahukan ke PERTAMINA jika
mereka telah mengasuransikan proyek ini
sebelumnya ™,

d. Kebenaran nilai cadangan kapasitas
listrik. KBC mengklaim kapasitas proyck
iu sebesar 210 MW, mepurut survey
probable  reserve  (cadangan  belum
terbukti) hanya 75 MW dan proven
reserve  (cadangan terbukti) hanya 30
MW", Bukti ini yang mejadi Novenr untuk
disampaikan di pengadilan AS tenfang
kebenaran cadangan .

e, Terdapat dugaan Korupsi dalam Proyek
Karaha [Bodas. sebagaimina dijelaskan Jaksa
Agung Muda Pidana Khusus Kejapung EI,
Sudhone Iswahyudi, hahwa terdapat
pengeelembungan  proyek  saat  penyusunan

=h

frtpc s pestainimtcom ., print tel 081104,
berita bulletin tentang “AFKP femukan kejomeealon,
K laim KEC kepada Arbirase terlafy ringgd, Balemman
i

KOMPAS, 11 November 2004,  ientang
“Pelangparan KBC rugikun Neggra 140 juta Dollar

AS" halaman 14,

" hrps www pertaminmcom/, print izl 19/05/03,

berita: bulletin tentang "PERTAMINA tolak  Bayar
fnturan KBET benta izl 1 8/08.04, halaman |

5 : Mt o Odocmment o, prnt el
P10, temtang “dkhir davi drama Provek Karafia
Bodgs . ulian Buvune Wiiava Kusuma, tal 1601

halaman 12
| T

waris Loy, oprint Lel OB 104,
tentang’ = Nevum PERTAMINA puda flains KBC
itk . herita tol /0603, halaman |




anggaran. dmilai sangat berlebihan
kettka KBC meminta klaim atau
gantt rugi sehesar LSS 90 juta
padahal hasil penclitian proyvek itu
dikerjakan KBC tidak lebih dan
USS 50 juw™”  al senada juga
didukung olch Faby Tomiwa
kordinator  Working Group  on
Power Sector Restruciuring
(WGESR), yang menegaskan bahwa
putusan arbitrase [ntermasional hisa
ditolak apabila terbuk(i ada korupsi®’
dan  mendesak  Presiden  Susilo

Bambang Yudhovony untuk
mengambil sikap vang tegas dalam
memimpin langsung upaya

menggungkapan  dugaan  korupsi
pada proyek PLTP Karaha bodas
sekaligus menon-aktifkan pejabat
pemerintah yang terkait dengan
dalam kasus tersebut!

Namun apapun juga proses
di pengadilan sangat membuthkan
waklu yang lama dan biaya yang
tidak sedikit serta sudah cukup
melelahkan.  Menurut  penulis,
sebenamnya ada peluang untuk dapat
menyelesaikan sengketa ini dengan
cara penvelesaian diluar pengadilan
dan yang penulis rckomendasikan
adalah melalui mediasi. Menurnt
Kamus hukum bahasa Belanda
Fockeman Andrea mengartikan
mediasi adalah suatu penengahan
vang dikenal di dalam hukum antar
bangsa. Mediasi juga dapat diartikan

¥ KOMPAS, 2 April 2005,
weniang  “Indikasi kuat Mark Up
angparan Karoha Baday”, halaman 14,

“ hapuwww hukumonlien com/,
print igl 21/01405, entang
"WGPSR: Paiwsan Arbitrave KBC bisa
ditolak apabila terbuksi ada korupsi®,
berita izl 20/08//04, halaman 1

. httpztwww hukumeonlien, comy,
print  tgl  01/01/05, tentang
"WGPSR Putusan Arbiirase KBC bisa
ditolak apabila terbulti ada korupsi”,
berita 1gl 20/08//04, halaman |
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sebagal pemberian jasa baik dalam bentuk saran
untuk menyelesaikan sengkela para pihak oleh
seseorang ahli atau beberapa shli yang diangkat
oleh para pihak schagai mediator® Pevelesaian
melalur mediasi juga selaras denga Pasal 1 avat 10
dan Pasal 6 UL Arbitrase, mamun savangnva
secara detail definisi tidak dijelasakan didalamnya.
Alasan penulis merekomendasikan mediasi sehagai
altemnatif pertama adalah berdasarkan fakta-fuku
vang mengemuka yang dapat menyatukan antara
kedua belah pihak yang bersengketa dan didukung
oleh kedua pemerintahan baik Indonesia maupun
Amerika serikat, antara lain sehagai berikut -
L. Pihak FERTAMINA
4 Menyatakan hanva akan  membavar
sebesar USS 110 juta bukan US$ 261 juta,
dengan alasan bahwa nilai investasi yang
dikcluarkan KBC atas pembangunan
proyek Karaha Bodas di Ganm Jawa Barat
hanva schesar USS 110 juta dan kelebihan
sehesar US$ [50 jula sebagai porentiaf
loss diangeap oleh PERTAMINA tidak
masuk akal”’_ Ini merupakan tawaran yarg
bisa dinegosiasikan.
b. Berupaya melakukan strategis
penyelesaian di luar pengadilan (Qwt of
Court  Settlement/(OCS) karena proses
penyelesaian melalui  pengadilan New
York maupun pengadilan lainva tidak
diketahui kapan akan berakhimya®.
c. PERTAMINA membentuk Tim
penvelesaian Karaha Bodas dan bersama
Tim pemerintah akan melakukan lobi
kepada sejumlah pejabat di AS untuk
menyelesaikan kasus ini secara G-to-G*

* Emmy Yuhassarie dan Endang Setyowati,
op.cit, halaman 184-185.

- http:/hukumonline.com/, print el 1/1/05,
tentang, “Kecil kemungkingn KBC terima usulan
PERTAMINA soal pembayaran Karaha Bodas ", berita
12l.21/01/04, halaman 1

hitp;/kapanlagi.com!,  print  18].23/11/04,
tentang “FPERTAMINA gunckan Out of Caurt Settiement
uninhk kavus KBC™

“ hup/www.bisniscom/, tel print 31/12/04
tentang ° Jalur Pengadilan 1ak kunjung selesar,
PERTAMINA andalkan (G-to-G tuntaskan KBC™, berita
tgl. 10/12/03, halaman 3
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Posisi PERTAMINA tetap
menginginkan penyelesaian
di luar pengadilan Karena
penvelesaian i pengadilan
bukan tanpa biaya dan akan

lebih  baik  kalau di
selesatkan  melalui  proses
me gcmsiusi“,

2. Pihak Karaha Bodas Company
LLC.

4

el print

gkt
PERTAMING  menanp i

Pada awalnya alasan KBC
menolak berunding karena
tawaran PERTAMINA dan
pemerintah  RI kepada
pihaknva untuk  terlibat
kembali dalam proyek PLTP
Karaha Bodas merupakan
hal yang tidak relevan lagi
secara hukum karena KBC
ingin mematuhi  keputusan
hukum yang dikeluarkan
Majelis Arbitrase Jenewa .
Setelah itu Ly
penvelesaian di luar
pengadilan terus dilakukan
PERTAMINA tetapi sudah
beberapa kali di tolak oleh
pihak KBC Pihak KBC man
melakukan pendekatan atau
negosiasi yang diupayakan
PERTAMINA, namiun
masih  sebalas  pertemuan
yang dilakukan oleh masing
masing kuasa  hukumnya
don belum antara pthak
yang persenghketa
Pemerintahar Indonesia,
melalui [Justa Besar
Indonesia  di AR sudah

hetp s w. kompas.comy,
O8/1 1404 [t eom
masalai Boelas
{merika”,

lenting
Karaha

berig fol. 231202,

el pring

htip www. kompas.com/,
L7/01/05, tenting “akhir dari

tramy Pronek Kareho Beday”, berira
tel. (60702, halaman 1.
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pernah melakukan lobi-lobi/pendekatan G
to G kepada Menlu AS Collin Powel dan
Paul Wolfowitz dan mengupayakan agar
pemerintahan AS dapat mengeluarkan
statement of interest kepada pengadilan
AS. namun mengingal AS menganut
prinsip Trias Politika yang memisshkan
kewenangan dan wgas eksekutif, legislanf
dan yudikatif, maka pemerintahan AS
tidak  mempunyai  otoritas  untuk
mencampuri keputusan pengadilan®’.

1. Saran DPR dan saran Presiden R1 melalui
Menko Bidang Perckonomian, agar
penyelesaian sengketa Karaha Bodas
diupayakan jalur di luar pengadilan,
sebagaimana  dikatakan oleh  Dinst
PERTAMINA, Ariffi Nawawi"’

2. Pemerintashan AS, melalui Kementerian
Luar Negeri AS sanggup momfasilitasi
penyelesaian sengketa Pembangkit Listmk
Tenaga Uap Karaha Bodas Company
(PLTU KBC) di luar jalur pengadilan (owur
af court sertlement)’”

Alternatif kedus dapat dilakukan, hila
penvelesaian melalui  mediasi  fidak  dapat
terlaksana, vaitu PERTAMINA harus menjajaki
kembali upaya hukum yang masih ade di
pengadilan Swiss, dimana menunst aturan  dan
ketentuan hukum hal itu selaras dengan Pasal V
aval (1)e dari Konvensi New York [938,
menyatakan bahwa pengadilan yang memiliki
wewenang untuk memeriksa dan  memuius
permohonan  pembatalan  putusan  Arbitrase
Intemasional adalah pengadilan di negara mana
atau berdasar hukum negara mana putusan tersebut
dibuat/ditetapkan.

Penvelesaian melalui pengadilan Swiss
merupakan pilihan alternatif vang tepat. oleh sebab

* hupuwww.bisnis.com/, gl primt 3112404

tentang * Jalur Pengadilan tek  kunjung  selasal
PERTAMINA andalkan G-to-( tumtaskan KBC, beria
frl DOV V2008, Boem it

® hmp:iwww kapanlagi com/, tgl print 231104,
tentang “PERTAMINA punakan Out of Court Serdement
uniuk kasus KECT, foc.off

hittos/ fwwow pikiran-rak val.com/', print

1el.26/12/04, tentang, A4S siap fasilivast kasuy Karaba
Hodas . berita 1gL.18/02/03, halaman 1.




il kuass hukum PERTAMINA
harus mampu berperan aktif dan

profesional  dalam  menghadapi
persidangan.
1.2 Konsckwensi Indonesia

terhadap
York
KBC

Konvensi New
1958 dalam kasus

Indonesia masuk menjadi anggota
Konvensi New York 1958 secara
resmi pada 7 Oktober 1981 dengan
beberapa alasan™, wang dikuatkan
dengan dikeluarkannya Keppres No:
34 Tahun 1981, tentang pengesahan
Comvention on  Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral
Award yang mempunyai beberapa
prinsip pokok™.  Berarti sejak

Tineke Louise Tuegeh
Lungdomg, “dsay Kereriiban Umun dan
Korvensi New Fork 1958, PT Cima
Aditya Dakti, Bandung, 1998, halaman
44, vang menjelaskan bahwa Indonesis
masuk menjadi anggata Konvensi New
York dengsn beberapa alasan, sebagui
berikur:

. Pertama-tamza dengan
divndangkannya  Undang-undang
Nol Tahun 1967  tentang
Fenanaman Modal Asing

2. Keikut sertaan Indomesia pada
Konvensi Tentang penyelesaian
Perselisiban  antara Negara  dan
Warga Asing mengenai Penanaman
Modal Asing, Undang-undang
No.32 Tahun 1968,

3. Indonesia sebagai anppota PBB,
tidak mau terpencil dari
perkembangan dan pergaulan dunia
Internasional.

4. Bahwz npegara-negara modem
termasuk pegara di ASEAN juga
sudah menjadi anggota peserta
Konvensi New York 1958,

*  Yahya Harahap, opeif, hal8-

19, bahwa Keppres No.34 Talun 1981,

mempunyai prinsip pokok antara lain:
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berlakunya Keppres tersebut. Indonesia telah
mengikatkan diri dengan suatu kewajiban hukum,
vaitu untuk mengakui dan mematuhi pelaksanaan
chschusi atas setiap putusan arbitrase asing. Oleh
karcnanya bila Indonesia tidak
mengindahkan/mengikuti  ketentuan  Konvensi

New York 1958, akan mengakibatkan kerugian

hagi Indonesia, diantaranya sebagai berikut :

L. Hilangnya kepercavaan dunia Internasional

terhadap bangsa Indonesia dalam kepastian

dan ketastan dalam berkontrak, karena
dianggap Indonesia tidak bisa menjamin
kepastian hukum.

Indonesia menjadi pilihan  vang kurang

menark sebagai tempar untuk penvelenggara

arbitrase Internasional.

3. Larinya para pemodal asing ke negara lain
yang memiliki kepastian hukum yang lebih
baik dalam penanganan arbitrase Intermusional.

Dengan demikian fokus penyelcsaian
scngheta Karaha Bodas seperti wang  telah
diuraikan diatas. prinsipnya harus mengikuti
ketentuan yang telah diar dalam Konvensi New

York 1958, dan bila terdapat cukup alasan vang

Kuat untuk mengajukan keberatan atas putusan

Arbitrase Internasional, maka ikutilah aturan main

yang benar.

k2

IV. KESIMPULAN

|. Putusan Arbitrase vang ditetapkan di Jenewa,
Swiss tanggal 18 Desember 2000 berikut

. Pengakusn (recognition) atas putusan  Arbitrase
Intemasional, putusan arbitrase asing denigan
sendirinys memiliki daya self execution di negara
Indonesia.

2. Sifat self execution yang terkandung dalam putusan
arbfirase asing didasari atas azas resiprositas
(reciprocify).atay  azas timbal balik. kesediaan
Indoncsia mengakui dan mengeksekusi putusan
arbitrase asing, harus berlaku timbal balik dengan
pengakuan dan kerelaan negara lain mengeksekusi
putusan arbitrase yang diminta Indonesia. Dengan
kata lain, kerelaan Indonesia mengeksekusi putusan
arbitrase asing atas permintaan vang dating dari
suatu negara lain, haros didasari atas azas ikatan
bilateral atav multilateral (ada ikatan perjanjaian)
dan tidak dipaksakan secara unilateral.
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Putusan Sela { Putusan
Prelimanary) yang ditetapkan di
Jenewa tanggal 30 September
1999 memerintashkan kepada
Tergugat (KBC) atau siapapun
yang mendapat hak dan padanya
untuk tidak melakukan tindakan
apapun, termasuk pelaksanaan
putusan Arbitrase Jenewa, Swiss
tanggal 18 Desember 2000 yang
bersumber pada perjanjian JOC
dan ESC tanggal 28 November
1994 dengan ketemtuan tergugat
dikenakan uvang paksa sebesar
US$500.000 setiap harinya jika
ketentuan tersebut dilanggar,

Pengadilan Houston District
Cowrt US4, mengesahkan
putusan Arhitrase Jemewa dan
mengabulkan pembekuan
terhadap rekening
PERTAMINA di Amerika
Serikat vang dikuatkan oleh
keputusan pengadilan Hongkong
dan Singapura yang
mengesahkan putusan Arhitrase
Internasional. Mahkamah
Acung Amerika Serikatl tanggal
4 Oktober 2004, menolak kasasi
PEETAMINA, memutuskan
PERTAMINA harus membayar
klaim kepada KBC. Pihak
PERTAMINA dan
Pemerintahan RI berusaha terus
agar aset'dana vang tersimpan di
rekening Bank Of America dan

Benk  OF New FYork tidak
dizita‘dibekukan, dengan
mengupayakan  lobi-lobi ke
pemerintahan AS MAUpUN

memberikan bukti baru uniuk
menyakinkan  pengadilan i
Amerika Serikat.

Pengajuan memor kasasi ke
Mahkamah Agung Rl oleh KBC
berbush  hasil, wyaity dengan
dikeluarkannya pumsan
Muahkamah Agung No.
(1/Banding/Wasit.Int/2002

ad
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tanggal 4 Maret 2004, yang mengabulkan
permohonan banding Karaha Bodas Company
LLC dan membatalkan putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat No.
86/PDT.G/2002/PNJKT.PST  tanggal 27
Apustus 2002. Dalam Provisi dan Pokok
Perkara, dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tidak berwenang untuk
memeriksa dan memutus gugatan Penggugat
dan menghukum Termohon
Banding/Penggugat (PERTAMINA) untuk
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yang dalam tingkat banding ini
ditetapkan sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus
ribu rupiah).

Sebush pumsan Arbitrase Internasional vang
sudah diputus diluar negeri bila di bawa ke
Indonesia tentu ada 2 (dua) kemungkinannya,
yaitu putusan Arbitrase Internasional minta
untuk dilaksanaken atau putusan Arbitrase
Tnternasional diminta unituk  dibatalkan.
Menpgingal pulusan Arbirase Internasional

belum memberikan msa  keadilan  bag
PERTAMINA,. karena belum sepenubnya
majelis Arbitrase Jlenewa memperhatikan
fakta-falta wang diberikan PERTAMINA.

Peluang penyelesaian masih lerbuke lebar
dengan belum didaftarkan putusan Arbitrase
Jenewa ke Pengadilan Negen Jakarta Pusat
untuk minta dieksekusi, sehingga peluang
penyelesaian alternatil pertama  melakukan
upaya penyelesaian di luar pengadilan melalui
mediasi. Bila tidak tercapai dan sulit terwujud,
upaya lain sebagal altematif kedua yaitm
menjajaki  kembali  penveiesaian  melalui
pengadilan  Swiss  sesual  aturan  hukum
arbitrase dan Konvensi New York [958,
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